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Penyusun

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran 

yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Materi edukasi ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pengambilan 

keputusan perpajakan tanpa merujuk pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
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Pendahuluan  dan 
Gambaran Umum

Bagian 1
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Indonesia sendiri memiliki sumber daya batu bara lebih dari 
143 miliar ton yang menjadi modal strategis dalam menjaga 
ketersediaan energi jangka panjang, sekaligus mendukung 
pertumbuhan ekonomi nasional.

Tri Winarno 

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM

ò
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor  194/Pmk.03/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak 

Penjualan Dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Bagi Kontraktor Perjanjian Karya 

Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor  268.K/Mb.01/Mem.B/2025 Tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan 

Untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam Dan Batubara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang 

Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan/Atau Penerimaan Negara Bukan 

Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara S.T.D.T.D Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  18 Tahun 2025 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan/Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di 

Bidang Usaha Pertambangan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor  96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara S.T.D.T.D 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor  96 Tahun 

2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara S.T.D.T.D Undang-undang (Uu) Nomor 2 Tahun 

2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor  4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Regulasi Terkait
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Istilah Keterangan

Perjanjian  Karya Pengusahaan Pertambangan  

Batubara (PKP2B)

Kontrak perjanjian karya antara pemerintah dan perusahaan (B to G) untuk melakukan 

kegiatan Usaha Pertambangan.

Izin  Usaha Pertambangan / Khusus (IUP/IUPK) Izin yang dikeluarkan pihak pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUPK 

juga diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau 

PKP2B

Rencana Kerja dan Anggaran  Biaya (RKAB) Dokumen kegiatan usaha pertambangan yang berisikan rencana tahun berjalan serta 

realisasi tahun sebelumnya.

Overburden (OB) Lapisan tanah penutup  (Top soil, sub soil, lapisan tanah inti) di atas bahan galian.

Top Soil Lapisan tanah teratas yang kaya akan unsur hara.

Pit Lokasi situs penambangan.

Coal Getting Kegiatan mendapatkan batubara dari dalam tanah sehingga siap untuk diangkut .

Hauling (OB/Coal) Kegiatan memindahkan overburden/ batubara ke lokasi lain.

Loading (OB/Coal) Kegiatan memuat overburden/ batubara ke alat angkut (untuk batubara, ke barge atau 

mother vessel).

S/R (stripping ratio) Perbandingan antara overburden yang dikupas dengan batubara yang didapat.

Istilah Dalam Dunia Pertambangan  Batubara 8
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Istilah Keterangan

Bank/Loose Cubic Meter (BCM/LCM) Satuan yang dipakai untuk mengukur volume overburden.

Coal Cleaning Kegiatan pembersihan batubara dari unsur lain.

Coal Crushing Kegiatan penghancuran batubara ke ukuran yang lebih kecil dan halus (fines coal)

Stockpile

Run of Mine (ROM) Stockpile tempat penampungan sebelum proses crushing

FC Stockpile tempat penampungan batubara fines coal.

Harga Batubara Acuan (HBA) Harga yang ditetapkan berdasarkan rata-rata indeks harga batubara pada bulan 

sebelumnya. digunakan untuk formulasi HPB.

Harga Patokan  Batubara (HPB) Harga yang ditetapkan pada suatu titik  serah penjualan secara FOB. digunakan sebagai 

harga batas bawah dalam melakukan pembayaran iuran produksi oleh IUP/IUPK.

Domestic Market Obligation  (DMO) Penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri (untuk penyediaan tenaga listrik 

untuk kepentingan umum) yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, yang harus dipenuhi  

oleh Pemegang IUP/K, PKP2B yang telah berproduksi 

Istilah Dalam Dunia Pertambangan  Batubara 9
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Istilah Keterangan

Kontrak  Basah Pengusahaan Batubara Kontrak antara Perusahaan Pemegang Konsesi dengan Perusahaan Jasa termasuk 

didalamnya biaya penggunaan Bahan Bakar.

Kontrak  Kering Pengusahaan Batubara Kontrak antara Perusahaan Pemegang Konsesi dengan Perusahaan Jasa TANPA 

penggunaan Bahan Bakar (Bahan Bakar disediakan Perusahaan Pemegang Konsesi)

SCoTA (Standard Coal Trading Agreement) Kerangka kontrak standar yang mendefinisikan kerangka komersial, spesifikasi teknis, dan 

ketentuan pengiriman (misalnya, FOB atau DES/DAP) untuk pengiriman batubara curah.

Certificate of Analysis (CoA) Dokumen yang dikeluarkan surveyor independen atau laboratorium  tes yang didalamnya 

memuat rincian properti  fisik dan kimiawi dari Batubara. 

Tingkat Kalori  (Calorific Value) Jumlah kalori (energi panas) yang dihasilkan oleh pembakaran sempurna satu satuan 

massa (berat) atau volume suatu Batubara dalam satuan kcal/kg

Total Moisture (TM) Total keseluruhan kandungan air yang terdapat di dalam batubara (%). Makin Tinggi Total 

Moisture makin rendah Tingkat Kalori 

Kadar Abu (Ash) Persentase residu material anorganik atau mineral yang tersisa setelah batubara dibakar 

sempurna. Makin Tinggi Ash makin rendah Tingkat Kalori 

Kadar Belerang  (Sulphur) Kadar Belerang dalam Batubara. Dapat berupa Sulphur Organik atau Sulphur Anorganik

Istilah Dalam Dunia Pertambangan  Batubara 10
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Sebaran Perizinan  Pertambangan  Batubara

Kegiatan
Jumlah  Izin

IUP PKP2B IUPK

Eksplorasi 5 2 0

Operasi Produksi 1.131 81 7

Jumlah 1.136 83 7

Kepres No. 49/1981

Å PKP2B Generasi I

Å PT. Arutmin  Indonesia, 

Å PT. BHP Kendilo Coal 

Indonesia, 

Å PT. Kaltim Prima Coal, 
Å PT. Kideco Jaya Agung, 

Å PT. Adaro Indonesia, dan 

Å PT. Berau Coal

Kepres No. 75/1996

Å PT. Mantimin  Coal Mining, 

Å Bara Pramulya Abadi, 

Å PT. Generalindo Prima Coal, 

ÅWahana barata Mining, 

Å Ekasatya Yanatama, 
Å Lianganggang Cemerlang,

Å Sinarindo Barakarya, 

Å Adibara Bansatra, 

Å Bukit Kalimantan Indah, 

Å PT. Senamas Energindo Mulai, 
Å PT. Kalimantan Energi Lestari.

Kepres No. 21/1993

Å PT. BCS, 

Å Bantala CM, 

Å Antang Gunung Meratus, 

Å Jorong Barutama, 

Å Borneo Indobara

11
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OPERASI PRODUKSI 

EKSPLORASI REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pencarian awal potensi 

endapan batubara 
melalui studi literatur, 

pemetaan geologi , dan 

survei lapangan.

Penyelidikan  

Umum

Eksplorasi

Penyelidikan rinci untuk 

memastikan data 
cadangan, kualitas, 

sebaran, dan kelayakan 

teknis melalui 
pengeboran dan 

sampling.

Studi 

Kelayakan

Analisis teknis dan 

ekonomis serta 
penyusunan dokumen 
lingkungan (AMDAL) 

dan rencana 
pascatambang.

Konstruksi

Pembangunan 

infrastruktur  
pendukung, seperti 

jalan tambang, 

kantor, fasilitas 
pengolahan, dan 

pelabuhan.

Penambangan

Tahap produksi yang 

mencakup land 
clearing, pengupasan 

tanah penutup 

(overburden), 
penggalian batubara, 

serta pemuatan dan 
pengangkutan ke 

stockpile.
Pengolahan  dan 

Pemurnian

Peningkatan kualitas 

batubara melalui 
proses peremukan, 

pencucian, dan 

pencampuran sesuai 
kebutuhan pasar.

Pengangkutan  

dan Penjualan

Distribusi batubara 

dari stockpile ke 
pelabuhan, 

pengapalan ke 

pembeli, dan aktivitas 
penjualan.

Pemulihan fungsi lingkungan 

dan sosial melalui penataan 

lahan, revegetasi, dan 

pemantauan jangka panjang 

setelah tambang ditutup .

Kegiatan  Pengusahaan Tambang Batubara 12
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Tahap Eksplorasi

Perizinan, FS, Amdal, 

Rencana Penambangan

Land Clearing

Top Soil Removal

Overburden

Dumping

Top Soil

Re-placement

Overburden

Removal

Open Pit Mining*

Coal Drilling and Blasting

Coal Getting

Coal 

Hauling

Mine Stockpile

Coal 

Crushing

ROM StockpileFC StockpileCoal 

Loading

Coal 

Shipment

Rehabilitation

Reclamation

Top Soil +

Overburden

*jenis tambang yang lazim ditemui  di Indonesia

Pengusahaan Tambang Batubara (1) 13
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Tahap Eksplorasi

Perizinan, FS, Amdal, 

Rencana Penambangan

Longwall machine

Tunnel shafting and roofing

Top Soil and Overburden

Removal

Underground Mining*
Coal Extraction

Coal Getting

Coal 

Hauling

Mine Stockpile

Coal 

Crushing

ROM StockpileFC StockpileCoal 

Loading

Coal 

Shipment

Land Clearing

Top Soil Removal

Making Tunnel

Opening

*jenis tambang yang lazim dipakai perusahaan dari Tiongkok

Pengusahaan Tambang Batubara (2) 14
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Skema Penjualan  Batubara 15
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Kewajiban  Perpajakan  WP 
Sektor Pertambangan  Batubara

Bagian 2
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Wajib Pajak Bidang  Usaha Pertambangan  Batubara

1. Pemegang  Perjanjian  Karya Pengusahaan 

Pertambangan  Batubara (PKP2B)

2. Pemegang  Ijin  Usaha Pertambangan  (IUP)

Å Badan Usaha;

Å Koperasi; atau

Å Perusahaan Perseorangan

3. Pemegang  Ijin  Usaha Pertambangan  Khusus 

(IUPK)

ÅBUMN

ÅBUMD

ÅBadan Usaha Swasta

4. Pemegang  IUPK Perpanjangan  PK2PB

 

5. Pemegang  Ijin  Pertambangan  Rakyat (IPR)
ÅOrang Perseorangan
ÅKoperasi

6. Pemegang  Ijin  Usaha Pengangkutan  dan 

Penjualan

ÅBadanUsaha;

ÅKoperasi; atau

ÅPerusahaan Perseorangan

7. Pemegang  Izin  Usaha Jasa Pertambangan

ÅBUMN, 

Åbadan usaha milik daerah, 

ÅBadan Usaha Swasta, 

ÅKoperasi, atau 

ÅPerusahaan perseorangan

8. Wajib pajak rekanan  dan Masyarakat terdampak  

tambang

17
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(1) Yang menjadi objek pajak di bidang Usaha Pertambangan merupakan penghasilan yang diterima 

atau diperoleh wajib pajak di bidang Usaha Pertambangan sehubungan dengan:

a. Penghasilan dari usaha; dan

b. penghasilan dari luar usaha,

dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pasal 4 ayat 1  PP 18 Tahun 2025

Penghasilan dari luar usaha antara lain berupa 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dari

Jasa kepelabuhan

Penghasilan  Bidang  Usaha Pertambangan  Batubara 18
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2) Penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penghasilan yang 

    diterima atau diperoleh dari penjualan/hasil produksinya.

(3) Penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penghitungannya harus 

     menggunakan harga yang lebih tinggi  antara:

a.harga patokan Batubara yang merupakan Harga batas bawah penjualan Batubara pada saat 

transaksi; dan

b.harga sesungguhnya atau seharusnya yang diterima atau diperoleh penjual.

(5) Harga patokan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harga patokan Batubara 

     pada saat transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Mineral 

     dan Batubara.

Penghasilan  Bidang  Usaha Pertambangan  Batubara

Pasal 4 ayat 2,3 dan 5  PP 18 Tahun 2025

19
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EKSPLORASI

Contoh  Kegiatan PPh Terutang

Jasa Konsultansi PPh Pasal 21, 23 PPN

Jasa Konstruksi PPh Final Konstruksi PPN

Jasa Teknik PPh Pasal 21, 23 PPN

Jasa Survei PPh Pasal 21, 23 PPN

Aspek Perpajakan  Berdasarkan  Kegiatan

Penyelidikan  

Umum

Eksplorasi

Studi 

Kelayakan

Rangkaian  Kegiatan : Pihak yang Terlibat

Pemerintah  (Pusat & Daerah)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau 

Dinas ESDM setempat yang memberikan Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) Penyelidikan Umum dan mengawasi 

kelayakan wilayah.

Perusahaan Pertambangan  (Pemegang  IUP)

Badan usaha swasta atau BUMN yang memiliki  izin resmi 

untuk melakukan kegiatan penyelidikan.

Konsultan  Geologi  / Tim Ahli

Tenaga ahli profesional atau konsultan independen yang 

disewa untuk menyusun dokumen teknis dan 

menganalisis data geologi .

Masyarakat Lokal

Warga setempat yang wilayahnya dijadikan lokasi 

penyelidikan (berperan dalam perizinan sosial dan 

memberikan informasi wilayah adat/ lokal).

Lembaga Penelitian / Akademisi

Institusi pendidikan (universitas) yang kerap dilibatkan 

dalam kajian geologi  regional atau studi lingkungan 

dasar.

Kontraktor  Pengeboran  & Laboratorium

Pihak ketiga yang disewa oleh perusahaan untuk 

melakukan operasional lapangan seperti pengeboran 

lubang bor dan pengujian kualitas sampel batubara.

Aspek 

Perpajakan

1

2

3

4

5

6
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Kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, 

termasuk pengendalian dampak lingkungan

Contoh  Kegiatan PPh Terutang

Jasa Konstruksi PPh Final Konstruksi PPN

Jasa Teknik PPh Pasal 21, 23 PPN

Jasa Konsultansi PPh Pasal 21, 23 PPN

OPERASI PRODUKSI (KONSTRUKSI)

Aspek Perpajakan  Berdasarkan  Kegiatan

Contoh  Kegiatan
Å Persiapan dan Pembersihan  Lahan (Land Clearing): Pembersihan area dari vegetasi dan pepohonan agar lahan siap untuk dibangun fasilitas.

Å Pembangunan Infrastruktur  Utama: Pembuatan jalan tambang (hauling road), jembatan, dan area perkantoran.

Å Pembangunan Fasilitas Operasional : Mendirikan bangunan seperti bengkel (workshop), mes karyawan, fasilitas komunikasi, dan gudang bahan peledak.

Å Pembangunan Instalasi  Pengolahan : Mempersiapkan area untuk peremukan (crushing) dan pencucian batu bara.

Å Pengadaan Fasilitas Pendukung : Pembangunan sarana penyediaan air bersih, instalasi listrik , dan sistem pengelolaan air limbah (water management).

Pihak yang Terlibat

Pemerintah  (Pusat & Daerah)

Berperan sebagai regulator dan 

pemberi Izin Usaha Pertambangan 

(IUP) atau Izin Usaha Pertambangan 

Khusus (IUPK).

1

Perusahaan Pertambangan  

(Pemegang  IUP/IUPK)

Berperan sebagai regulator dan 

pemberi Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) atau Izin 
Usaha Pertambangan Khusus 

(IUPK).

2

Kontraktor  Konstruksi  Pengusaha 

Jasa Pertambangan  (EPC)

Pihak ketiga yang memenangkan 

tender untuk merancang, 

membangun, dan menyelesaikan 
fasilitas (rekayasa, pengadaan, dan 

konstruksi).

3

Konsultan  Lingkungan  & Perencana

Bertugas menyusun dokumen Amdal, 

memantau tata ruang, dan 

memastikan konstruksi mematuhi 

kaidah perlindungan lingkungan.

4

Masyarakat Lokal & Tokoh  

Adat

Pihak terdampak yang 

dilibatkan dalam sosialisasi, 

rekrutmen tenaga kerja lokal, 
dan pembebasan lahan.

5

Aspek 

Perpajakan
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kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya serta Proses peningkatan mutu batubara agar 

sesuai dengan permintaan pasar atau spesifikasi industri . 

Contoh  Kegiatan PPh Terutang Keterangan

Jasa Pertambangan PPh Pasal 23 PPN

Sewa Alat Berat PPh Pasal 23 PPN

Dikerjakan sendiri oleh Perusahaan 

Pertambangan

Sewa Alat Angkut PPh Pasal 23 PPN

Dikerjakan sendiri oleh Perusahaan 

Pertambangan

Sewa Alat Hauling PPh Pasal 23 PPN

Dikerjakan sendiri oleh Perusahaan 

Pertambangan

OPERASI PRODUKSI (PENAMBANGAN & PENGOLAHAN)

Aspek Perpajakan  Berdasarkan  Kegiatan

Contoh  Kegiatan
Å Pembersihan  Lahan (Land Clearing): Membersihkan area dari vegetasi dan pohon.

Å Pengupasan Tanah Penutup  (Overburden Removal): Menggali  dan memindahkan tanah atau batuan penutup  agar lapisan batubara tersingkap.

Å Pembongkaran  & Penggalian  Batubara (Coal Getting): Mengambil  batubara dari lapisan tanah menggunakan alat berat (excavator).

Å Pemuatan  & Pengangkutan  (Loading & Hauling): Memuat batubara ke dalam truk dan mengangkutnya ke tempat  penumpukan sementara (stockpile)

Å Pengolahan : Peremukan (coal crushing), pencucian (coal washing), pencampuran (coal blending), dan penggerusan.

Pihak yang Terlibat

Pemerintah  (Pusat & Daerah)

Pemegang wewenang penerbitan 

Wilayah Izin Usaha Pertambangan 

(WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan 

(IUP) berdasarkan UU No 3 Tahun 
2020, serta melakukan pengawasan.

1

Perusahaan Pertambangan  

(Pemegang  IUP)

Badan usaha (BUMN atau 

Swasta) yang memiliki  legalitas, 

modal, dan hak untuk mengelola 
wilayah pertambangan.

2

Perusahaan jasa pertambangan

Pihak ketiga yang disewa untuk 

melaksanakan pekerjaan teknis 

spesifik, seperti pembukaan lahan, 

pengupasan tanah, atau penyediaan 
armada alat berat.

3
Aspek 

Perpajakan
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Pihak yang 
berkontrak

KONTRAK KERING
ÅPemilik tambang menyediakan fuel dengan batasan tertentu  

untuk digunakan perusahaan jasa pertambangan;

ÅJika pemakaian melebihi batasan (fuel consumption > fuel 

allowance), perusahaan jasa pertambangan diharuskan 

membayar (back charge) sebesar kelebihan;

Terkait kontrak kering, pembayaran  back charge merupakan  

objek  PPN dan tidak  boleh  di net -off dengan  tagihan  jasa 

pertambangan .

PEMILIK TAMBANG KONTRAKTOR PEMILIK TAMBANG KONTRAKTOR

Kontrak  Pengusahaan Batubara

Pemilik tambang, 
selaku pemegang ijin 
pertambangan (PKP2B 
atau IUP)

Perusahaan jasa pertambangan;

KONTRAK BASAH
ÅDalam pekerjaannya, perusahaan jasa pertambangan 

menyediakan sendiri fuel dan penggunaannya menjadi 

tanggung  jawabnya;

23
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PENDEKATAN STRIPPING RATIO

SR=10 (artinya setiap 10 bcm OB maka akan dihasilkan 1 ton batubara)

Bila diketahui bahwa harga batubara per 1 bcm adalah $1

Nilai produksi batubara bila terdapat 1.000 ton OB sebesar 1000/10 = 100 x $1 = $ 100

PENDEKATAN FUEL RATIO

FR=1:1 (setiap 1 lt fuel akan menghasilkan 1 bcm batubara)

Bila konsumsi aktual fuel sebesar 1.000 lt

Jumlah produksi batubara sebesar 1.000 bcm atau setara dengan 100 ton batubara (SR=10)

BCM OB : Bank Cubic Meter of Overburden,  satuan Batubara dalam kondisi natural dialam, belum dilakukan penggalian

Kontrak  Pengusahaan Batubara

1

2

24
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Kegiatan memindahkan batubara dari area penambangan (stockpile) ke pelabuhan (port), lalu dikirim  (didistribusikan) 

menggunakan tongkang atau kapal ke pembeli domestik maupun luar negeri, serta melakukan strategi penjualan.

Contoh  Kegiatan PPh Terutang

Jasa Pelayaran PPh Final Pasal 15 PPN

Sewa Alat Angkut PPh Pasal 23 PPN

Jasa Konsultansi PPh Pasal 21, 23 PPN

OPERASI PRODUKSI (PENGANGKUTAN & PEMASARAN)

Aspek Perpajakan  Berdasarkan  Kegiatan

Contoh  Kegiatan
Å Pengangkutan  Jalan Umum/ Khusus (Coal Transport): Pengangkutan batubara dalam skala besar dari stockpile menuju pelabuhan (port transshipment). Moda 

yang digunakan meliputi  jalan khusus batubara (private hauling route), jalan umum (jika diizinkan), jalur kereta api, atau conveyor belt.

Å Angkutan  Laut/Sungai (Barging & Transshipment): Memindahkan batubara dari pelabuhan muat menggunakan tongkang (barge) ke kapal kargo yang lebih 

besar untuk pengiriman jarak jauh atau ekspor.

Å Komersialisasi  & Kontrak : Perusahaan tambang melakukan negosiasi dan membuat Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB), baik untuk pasar domestik (seperti PLN) 
maupun pasar ekspor (seperti ke Tiongkok, Jepang, atau India).

Å Penetapan  Harga:  Harga jual sangat dipengaruhi  oleh nilai kalori (kualitas batubara), indeks harga batubara internasional/domestik, serta regulasi pemerintah 

seperti Harga Batubara Acuan (HBA).

Å Distribusi  (Trading):  Memastikan batubara dikirim  sesuai spesifikasi, jumlah, dan jadwal yang disepakati dalam kontrak.

Å Perencanaan DMO

Pihak yang berhak melakukan kegiatan ini adalah pemegang  IUP 

Operasi Produksi  (IUP OP) atau  IUPK Pengangkutan  dan Penjualan .

Pelaku usaha harus memiliki  KBLI yang relevan  (misalnya  KBLI 46610 

untuk  perdagangan  besar bahan bakar  padat , cair, dan gas).

Aspek 

Perpajakan
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Pembedaan transaksi  tersebut  dikenakan :

ÅPPh Pasal 15 (Jasa Pelayaran Dalam Negeri/Luar Negeri); 

atau 

ÅPPh Pasal 23 (sewa atau penghasilan  lain sehubungan  

dengan  penggunaan  harta )

Asal Batubara Tujuan Pengangkutan

Wilayah Penambangan Stockpile

Stockpile Transhipment Point

Tongkang Mother Vessel

Mother Vessel Ekspor Negara Tujuan

Floating Crane Mother Vessel

Kontrak  Pengangkutan  Batubara 26
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Free on Board 

(FOB) Vessel

Free along side 

the ship (FAS)

Free on Board 

(FOB) Barge

Titik  penjualan  lain: ÅSampai pelabuhan pengguna akhir secara Cost Insurance Freight atas Cost and Freight

ÅDi lokasi pembangkit  listrik mulut  tambang

Åpenjualan satu pulau dengan menggunakan moda transportasi darat sampai dengan fasilitas 

penyimpanan batubara milik pengguna akhir

Titik  Penjualan  Batubara

PER MEN ESDM 9 Tahun 2025
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Domestic Market Obligation (DMO) dengan  Persentase 25% dari  realisasi produksi  batubara  pada tahun  berjalan .

Harga Batubara Acuan (dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR, Total Moisture 12,26% (dua belas koma dua puluh enam persen), Total Sulphur 0,66% 

(nol koma enam puluh enam persen)), dan Ash 7,94% (tujuh koma sembilan puluh empat persen), sebagai berikut : HBA = (0.7*x1) + (0.3*x2) [US$/ton] 

Keterangan: 

a) HBA = Harga Batubara Acuan [US$/ton] 

b) x1 = Rata-rata tertimbang  volume harga jual Batubara pada titik  serah secara Free on Board Vessel (FOB Vessel) dalam kesetaraan spesifikasi HBA dengan 
    rentang sampel kalori 6.100 ð 6.500 kcal/kg GAR pada minggu  keempat dua bulan sebelumnya sampai dengan minggu  pertama bulan sebelumnya 

   [US$/ton] 

c) x2 = Rata-rata tertimbang  volume harga jual Batubara pada titik  serah secara Free on Board Vessel (FOB Vessel) dalam kesetaraan spesifikasi HBA dengan 

    rentang sampel 6.100 ð 6.500 kcal/kg GAR pada minggu  kedua sampai dengan minggu  ketiga dua bulan sebelumnya [US$/ton]

Skema Penjualan  Batubara

DOMESTIK

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 

tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri

Keputusan Menteri Energi dan Sumber  Daya Mineral Nomor  268.K/MB.01/MEM.B/2025 

tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan 
Batubara

Harga Batubara Acuan berdasarkan  kualitas  batubara

Harga Jual Batubara untuk  penyediaan  tenaga  Listrik untuk  kepentingan  umum  

Harga Jual Batubara untuk  penyediaan  tenaga  Listrik untuk  kepentingan  bahan baku / bahan bakar  industri  dalam  
negeri selain industri  Pengolahan  dan/ atau  Pemurnian  Logam

29
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ÅSanksi Larangan Ekspor: Perusahaan yang tidak memenuhi kuota DMO akan 

dikenakan sanksi berupa pelarangan ekspor batubara hingga kewajiban DMO 

mereka terpenuhi . 

ÅDenda dan Dana Kompensasi : Perusahaan yang realisasi pasokan domestiknya 

kurang dari kewajiban juga diwajibkan membayar denda atau dana kompensasi 

sesuai dengan volume kekurangan pasokan DMO yang ditetapkan oleh 

Kementerian ESDM

Dana Kompensasi  = A x (P -R)

Keterangan:

A : Tarif Kompensasi (USD/ton) berdasarkan kualitas batubara dan perubahan Harga Batubara Acuan (HBA) 

P : Kewajiban penjualan Batubara untuk kebutuhan dalam negeri (ton) berdasarkan persentase kewajiban penjualan untuk kebutuhan 

dalam negeri terhadap jumlah realisasi produksi batubara pada tahun berjalan;

R : Realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (ton).

Domestic Market Obligation (DMO)

SANKSI DAN DENDA ATAS DMO TIDAK TERPENUHI

30
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NEX

Per Men ESDM 11 Tahun 

2020 tentang perubahan 

ketiga atas Per Men ESDM 

No.7 Tahun 2017 tentang 

òTata Cara Penetapan Harga 

Patokan Mineral Logam dan 

Batubaraó

Kualitas :

CV  : 6.322 GAR

TM  : 8%

TS    : 0,8% ar

Ash : 15% ar

HBA

HPB
ÅNilai Kalori  Batubara (calorific value)

ÅKandungan  air (moisture content)

ÅKandungan  belerang  (sulphur  content)

ÅKandungan  Abu (ash content)

Harga Batubara Acuan

Harga Patokan Batubara

Pembentuk  Harga Batubara 31
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan 
Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan 
Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di 
Bidang Lain

Skema Penjualan  Batubara

EKSPOR

Bank Devisa dan DJBC adalah Pemungut PPh Pasal 22 atas :

Åimpor  barang; dan

Åekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, 

dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh 

eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang 

terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan 

pertambangan dan Kontrak Karya;

Penunjukan  pemungut  PPh Pasal 22 ini  dilakukan  tanpa  

penerbitan  surat  keputusan  Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas 

tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan 

logam, dari badan atau orang pribadi  pemegang izin usaha 

pertambangan
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Besarnya pungutan  Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut :

Skema Penjualan  Batubara

EKSPOR

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan 
Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan 
Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di 
Bidang Lain

Å Ekspor  komoditas  tambang  batubara , mineral logam , dan mineral bukan  logam , sesuai uraian barang dan pos tarif /Harmonized System 

(HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali 

yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 

 1,5% (satu koma  lima persen) dari  nilai  ekspor  sebagaimana  tercantum  dalam  Pemberitahuan  Pabean Ekspor;  

Å Atas pembelian  batubara , mineral logam , dan mineral bukan  logam , dari  badan atau  orang pribadi  pemegang  izin  usaha 

pertambangan  oleh industri  atau  badan usaha sebesar

 

1,5% (satu koma  lima persen) dari  harga  pembelian  tidak  termasuk  Pajak Pertambahan  Nilai.

Nilai ekspor  sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang adalah nilai Free on Board (FOB) yang tercantum 

pada Pemberitahuan Pabean Ekspor, termasuk Pemberitahuan Pabean Ekspor yang nilai ekspomya telah dibetulkan. (Pasal 2 

ayat (3) PMK-34/PMK.010/2017)

Pemungutan  PPh Pasal 22 ini  bersifat  tidak  final dan dapat  diperhitungkan  sebagai pembayaran  PPh dalam  tahun  

berjalan  bagi  Wajib Pajak yang dipungut . (Pasal 9 ayat (1) PMK-34/PMK.010/2017)
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Kegiatan yang direncanakan dan dilakukan secara sistematis untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan sosial di bekas wilayah pertambangan 

setelah operasi berakhir. Ini mencakup penataan lahan, revegetasi (penanaman kembali), dan pemantauan kualitas lingkungan jangka panjang.

Contoh  Kegiatan PPh Terutang

Jasa Pelayaran PPh Final Pasal 15 PPN

Sewa Alat Angkut PPh Pasal 23 PPN

Jasa Konsultansi PPh Pasal 21, 23 PPN

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Aspek Perpajakan  Berdasarkan  Kegiatan

Contoh  Kegiatan
1. Contoh  Kegiatan  Reklamasi (Saat Tambang Berjalan )

ÅPenataan Lahan (Landscaping): Meratakan atau membentuk ulang tanah 

bekas galian dan menutup lubang tambang (void) menggunakan lapisan 

tanah atas (topsoil) atau humus.

ÅPengendalian  Erosi: Pembuatan saluran drainase dan terasering untuk 
mencegah longsor dan mengurangi aliran air limpasan.

ÅRevegetasi : Penanaman kembali lahan bekas tambang menggunakan 

tanaman pelindung  cepat tumbuh  seperti sengon laut, trembesi, jabon, atau 

kayu putih .

2. Contoh  Kegiatan  Pascatambang  (Saat Operasi Berhenti )

ÅDekomisioning : Pembongkaran dan pembersihan seluruh fasilitas, 

bangunan, serta peralatan bekas operasional pertambangan.

ÅPemantauan  Kualitas  Lingkungan : Pengecekan rutin secara berkala 

terhadap kualitas air (pH dan logam berat), udara, serta kestabilan tanah dan 
lereng.Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang: Mengalihfungsikan lahan menjadi 

destinasi wisata, area hutan kota, kawasan pertanian terpadu (agrowisata), 

atau sumber air danau/waduk.

Aspek 

Perpajakan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 
Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan 
Pascatambang
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1

2

3

4

5

6

7

8

Pelaku Utama ( Pemegang  IUP dan IUPK)

Perusahaan Tambang: Memiliki  kewajiban hukum untuk melaksanakan reklamasi sejak tahap eksplorasi dan 

melakukan pascatambang setelah operasi berakhir. Mereka juga wajib menempatkan dana Jaminan Reklamasi 

dan Jaminan Pascatambang.

Eks Pemegang  IUP

Berdasarkan regulasi, kewajiban memulihkan lahan tetap melekat pada eks pemegang izin meski masa 

berlakunya telah berakhir atau dicabut.

Regulator dan Pengawas (Pemerintah )

Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM & KLHK): Menetapkan kebijakan, mengevaluasi laporan, serta 

memberikan sanksi administratif  hingga pidana bagi perusahaan yang lalai.

Pemerintah  Daerah (Provinsi / Kabupaten /Kota)

Melakukan pengawasan langsung, evaluasi, hingga mengesahkan dokumen rencana reklamasi yang diajukan 

oleh badan usaha di wilayah mereka.

Pihak Pendukung  dan Pelaksana TeknisPihak  Ketiga  (Kontraktor )

Ditunjuk oleh pemerintah atau perusahaan untuk melakukan kegiatan reklamasi atau pascatambang, 

khususnya jika pemegang IUP dinyatakan lalai atau tidak memenuhi kriteria keberhasilan.

Konsultan  Lingkungan  & Akademisi

Terlibat dalam penyusunan dokumen studi kelayakan, rencana reklamasi/pascatambang, serta audit 

lingkungan untuk memastikan pemulihan ekosistem berhasil

Penerima  Manfaat dan Pengawas Sosial Masyarakat Lokal

Pihak yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang. Berhak mendapatkan pemulihan fungsi lingkungan 

(sosial, budaya, dan ekonomi) serta pelibatan dalam program pascatambang.

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Media

Berperan sebagai pengawas independen yang memantau kepatuhan perusahaan dan menyuarakan aspirasi 

masyarakat terkait  dampak lingkungan

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
35
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No JENIS KONTRAK/IZIN Ketentuan  Perpajakan

1
PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batubara) Generasi I

Nail-Down (ketentuan perundang-undangan saat kontrak dibuat), Pajak Penjualan 

(sales tax), PPh Badan 45%, lumpsum payment, PBBKB 7,5% (reimburse)

2 PKP2B Gen I+, I++ dan II
PPh Badan Prevailing, PPN Prevailing, PN lain-lain prevailing, Pajak Daerah 

Prevailing, PBB Prevailing

3 PKP2B Gen III (tipe 1)
PPh Badan Nail-down 30%, PPN Prevailing, PN lain-lain Prevailing, Pajak Daerah 

Prevailing, PBB Prevailing

4 PKP2B Gen III (tipe 2) dan III+
PPh Badan Prevailing, PPN Prevailing, PN lain-lain prevailing, Pajak Daerah 

Prevailing, PBB Prevailing

5 PKP2B Gen III (tipe 3)
PPh Badan Nail-down 30%, PPN Nail-down (Batubara sebagai BKP), PN lain-lain 

Prevailing, Pajak Daerah Prevailing, PBB Prevailing

6 IUP/IUP PMA, IUP BUMN
PPh Badan Prevailing, PPN Prevailing, PN lain-lain prevailing, Pajak Daerah 

Prevailing, PBB Prevailing

7
IUPK (Kontrak PKP2B expired dan diberikan izin 

baru)
?? (seharusnya mengikuti  Prevailing Law)

Aspek Perpajakan  Berdasarkan  Kontrak / Izin 36
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Kewajiban  Perpajakan  Sesuai PP 15 Tahun 2022

Penyusutan 

dan 

Amortisasi,

Sumbangan 

dan/atau Biaya di 

Bidang Usaha 

Pertambangan

Perbandingan 

antara Utang dan 

Modal

Pemenuhan 

kewajiban 

pemotongan  

dan/atau 

pemungutan
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PBB NOP Tubuh  Bumi Minerba

Bagian 3

38

PMK 186/PMK.03/2019 sttd PMK 234/PMK.03/2022 tentang 
Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penilaian NJOP PBB



KLASIFIKASI OBJEK PAJAK
Pengaturan objek pajak bumi  

Offshore Onshore

Tubuh Bumi

Permukaan Bumi

Perhutanan

Perkebunan

Pertambangan Migas

Pengusahaan Pabum

Pertambangan MinerbaPertambangan Migas

Pengusahaan Pabum

Pertambangan Minerba

Sektor Lainnya

Pertambangan Migas

Pengusahaan Pabum

Pertambangan Minerba

Pasal 3 s/d Pasal 8

NOP

PBB NOP Tubuh  Bumi Minerba
PMK 186/PMK.03/2019 39
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TATA CARA PENETAPAN NJOP PBB
Tubuh Bumi Operasi Produksi Minerba

Tubuh Bumi Operasi 

Produksi

Nilai Jual Pengganti (NJP)

Pendapatan  bersih  x Angka  Kapitalisasi

Pendapatan bersih : Pendapatan Kotorς Biaya Produksi

Pendapatan kotor : Hasil Produksi x HargaJual

Hasil Produksi : jumlah minerba yang dihasilkan dalam tahun terakhir sebelum Tahun Pajak PBB terutang

Harga  Jual * : Harga jual rata-rata minerba (jumlah penjualan dibagi dengan volume penjualan minerba satu tahun 
terakhir sebelum Tahun Pajak PBB terutang)

Biaya Produksi : dengan kriteria: 
(1)Sesuai dengan ketentuan PPh;
(2)Sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
(3)Merupakan biaya yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan:

a) Pengupasan lapisan tanah; => Kupas
b) Pengambilan hasil produksi minerba; => Ambil
c) Pengolahan dan/atau pemurnian hasil produksi minerba; => Olah
d) Pengangkutan hasil produksi minerba. => Angkut

Pasal 22

Penilaian kewajaran Biaya Produksi dan Harga Jual dilakukan oleh Penilai Pajak

KAOA
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Perdirjen  Minerba  

515.K/32/DJB/2011

Kepmen  ESDM Nomor  

41.K/MB.01/MEM.B/2023

Kepmen . ESDM 

227.K/MB.01/MEM.B/2023

Menteri ESDM menetapkan Harga 
Batubara Acuan

Menteri ESDM menetapkan Harga 
Batubara Acuan I, II

Menteri ESDM menetapkan Harga 
Batubara Acuan I, II, III, 

HBA digunakan untuk perhitungan 
HPB Price Marker yang akan digunakan 
untuk perhitungan HPB

HBA I, II digunakan untuk 
perhitungan HPB

HBA I, II, III digunakan untuk 
perhitungan HPB

Poin Perubahan  Penetapan  Harga Patokan  Batubara 41
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Perdirjen  Minerba  

515.K/32/DJB/2011

Kepmen  ESDM Nomor  

41.K/MB.01/MEM.B/2023

Kepmen . ESDM 

227.K/MB.01/MEM.B/2023

Formula Perhitungan di 
bedakan berdasarkan:
1. Kalori >4200
2. Kalori <=4200 TM<40

Formula Perhitungan di 
bedakan berdasarkan:
1. Kalori >6.000
2. Kalori >5.200 s.d. 6000
3. Kalori >4200 s.d. 5200
4. Kalori <=4200 TM<40
5. Kalori <=4200 TM>=40

Formula Perhitungan di 
bedakan berdasarkan:
1. Kalori >6.000
2. Kalori >=5.300 s.d. 6000
3. Kalori >4100 s.d. <5.300
4. Kalori >3400 s.d. <4100
5. Kalori <=3400

Berlaku 24 Maret 2011 27 Februari 2023 11 Agustus 2023

Poin Perubahan  Penetapan  Harga Patokan  Batubara 42
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Dasar Pengisian  HPB Oleh WP 

Bagian 4
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Pelaporan  SPOP PBB 
P5L ð Mineral dan Batubara

Bagian 5

49



PT ABC memiliki usahaPertambangan. Padatahun 2026 Tuan ABCakan melaporkan SPOPatas objek

pajak Tambang ð Tubuh Bumi yang sebelumnya telah ia daftarkan pada proses pendaftaran Nomor 

Obyek Pajak.

Berkas/Data Wajib Pajak yang dibutuhkan :

Menu Portal Wajib Pajak yang digunakan :

Surat Pemberitahuan > Buat Konsep > PBB

Role yang terlibat :

Wajib Pajak OP PIC

Contoh  Kasus

1 2 3
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Pelaporan  SPOP - Minerba

Wajib Pajak melaporkan SPOP dengan menu:

Surat Pemberitahuan  >  Buat Konsep > PBB
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Khusus SPOP 

Pembetulan  Klik  Buat  

Konsep SPT

Pada 31 Maret Draft 

SPOP akan terbit  

pada menu konsep  

SPT

Januari ð Desember 2026

Januari ð Desember 2026

Januari ð Desember 2026

Januari ð Desember 2026

Pelaporan  SPOP - Minerba 53
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